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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia , komitmen terhadap perbaikan pelaksanaan transparansi dan 

akuntabilitas kini masih terus menerus dilakukan guna terwujudnya Good 

Governance (keperintahan yang baik). Mewujudkan good governance menurut 

(Mardiasmo,2009:20), diperlukan serangkaian reformasi khususnya pada sektor 

publik, tidak hanya sekedar perubahan format lembaga yang diperlukan, akan 

tetapi mencangkup juga pembaharuan mengenai alat-alat yang digunakan untuk 

mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, 

efisien, efektif, transparan dan akuntabel.  

Kinerja pelayan publik khususnya Pemerintah Daerah berkaitan  dengan 

pengelolaan keuangan mewajibkan penyelenggara dapat menyajikan laporan 

keuangan dengan akuntabel dan transparan. Hal ini dikuatkan dengan 

penyempurnaan UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 menjadi UU 

No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini menuntut pemda agar dapat 

mengolah sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif sesuai peraturan 

yang berlaku. 

Adanya reformasi sektor publik, berdampak pada reformasi sistem 

pengelolaan keuangan daerah, beberapa diantaranya termasuk reformasi sistem 

penganggaran (budgeting reform) yakni dari mulai proses penyusunan, 

pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, diharapkan dengan 

berbagai pembaharuan sistem keuangan ini, pengelolaan uang rakyat dapat 

dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

“Selama ini kapabilitas dan efektivitas pemerintah dalam perencanaan dan 

pengendalian keuangan dirasakan masih terlalu lemah. Pengalaman masa 

lalu menunjukkan bahwa pada umumnya, lembaga-lembaga pemerintah 
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belum menjalankan fungsi dan perannya secara efisien. Lemahnya 

penganggaran memungkinkan munculnya Underfinancing atau 

Overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas 

anggaran. Dalam situasi seperti itu menyebabkan banyak layanan publik 

dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran yang pada dasarnya 

merupakan dana publik  habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka 

panjang, kondisi seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah 

sebagai stimulator, fasilitator, coordinator dan entrepreneur  dalam proses 

pembangunan”. Mardiasmo (2009:70) 

 

Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses 

politis. Anggaran tidak hanya penting bagi perusahaan swasta tetapi juga penting 

dalam pelaksanaan program-program operasional pemerintah. Organisasi 

pemerintah proses penganggaran harus dapat mengakomodir berbagai usulan-

usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan 

di daerah. Maka diperlukan informasi yang benar-benar akurat dalam penyusunan 

anggaran dan harus benar-benar menfokuskan tujuan untuk kesejahteraan 

masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan semata. Terkait 

dengan adanya kepentingan publik didalamnya,anggaran pada organisasi sektor 

publik harus diinformasikan untuk dapat ditinjau mengenai efektifitas dan 

efisiensinya. Sedangkan dalam sektor swasta, anggaran merupakan  rahasia intern 

perusahaan yang tertutup untuk publik. Anggaran merupakan alat perencanaan 

sekaligus alat pengendalian pemerintah.  

“Anggaran sebagai alat perencana mengindikasikan target yang harus 

dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian 

mengindikasikan alokasi sumber dana yang disetujui legislatif untuk 

dibelanjakan. Dalam sektor publik anggaran merupakan instrument 

akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-

program yang dibiayai dengan uang publik”. Mardiasmo (2009:165) 



3 
 

 
Rissa Ayu Mulyani, 2015 
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN 
BUDGET EMPHASIS SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting 

bagi perusahaan. Perusahaan dalam skala kecil maupun perusahaan berskala besar 

menggunakan anggaran sebagai salah satu langkah awal dalam menentukan 

aktivitas bisnisnya. Dengan adanya perencanaan yang baik maka dapat membantu 

manajemen dalam mengukur produktivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Produktivitas dan efisiensi ini menjadi tolak ukur bagi sebuah 

perusahaan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam 

menghadapi persaingan bisnis yang marak terjadi belakangan ini. 

“Anggaran bukan hanya rencana finansial mengenai biaya dan pendapatan 

dalam suatu pusat pertanggungjawaban, tetapi juga berfungsi sebagai alat 

pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja serta motivasi”. 

(Kenis,1979) 

Pemerintah Daerah, merupakan organisasi yang menjalankan berbagai 

aktivitas operasional berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan didanai oleh 

dana yang berasal dari masyarakat. Anggaran pemerintah daerah di Indonesia di 

singkat APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), definisi anggaran 

merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah, meliputi 

rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan 

rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu 

periode. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyar (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut 

(Halim,2002: 158), APBD merupakan rencana operasional pemerintah daerah 

yang dituangkan dalam bentuk uang (rupiah), yang menunjukkan estimasi belanja 

(pengeluaran) guna membiayai kegiatan pemerintah daerah dan estimasi 

pendapatan guna memenuhi belanja (pengeluaran) tersebut, untuk suatu periode 

waktu tertentu yang umumnya adalah satu tahun.  

Penyusunan APBD ini di susun dalam rangka mencapai tujuan nasional, 

oleh karena itu  diperlukan singkronisasi kebijakan pemerintah daerah melalui 
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persamaan presepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan  yang 

berkesinambungan sesuai Permendagri 32  tahun 2008 tentang pedoman 

penyusunan APBD tahun anggaran 2014, khususnya perencanaan dan anggaran 

pemerintah daerah dan pusat yang menjadi acuan dalam penerapan proses 

perencanaan dan penganggaran partisipatif. 

Proses penganggaran sektor publik melibatkan partisipasi banyak pihak, 

Menurut Garrison (2006:11) manajemen harus menyadari bahwa faktor manusia 

dalam penganggaran merupakan faktor yang sangat penting. Maka harus 

diperhatikan pula siapa pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran 

tersebut. Karena penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dipengaruhi oleh 

perilaku manusia terutama bagi pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan 

dan pelaksanaan anggaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran 

tersebut adalah pihak principal (atasan) dan agent  (bawahan). Intinya ,seluruh 

tingkatan organisasi harus bekerja sama dalam menyusun anggaran. Menurut 

ArfanIkhsan Lubis (2010:227) anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk 

tindakan yang dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan. Anggaran pula yang 

menyebabkan kinerja manajer selalu dan secara kontinyu dipantau serta 

dibandingkan. 

Anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Penyusunan 

anggaran merupakan perencanaan strategis yang dilakukan baik pada organisasi 

sektor publik maupun sektor swasta.  sebaiknya diikutsertakan langsung dalam 

proses penyusunan anggaran tersebut. Hal ini dinamakan partisipasi 

penganggaran. Partisipasi penganggaran ini diperlukan karena biasanya 

manajemen puncak kurang mengetahui operasi secara terperinci dan sehari-hari, 

maka yang bersangkutan harus mengandalkan data anggaran terperinci dari 

bawahannya. Di sisi lain, manajer puncak mempunyai perspektif stategis secara 

menyeluruh yang juga sangat penting. Setiap tingkatan tanggung jawab dalam 

suatu organisasi harus memberikan kontribusi pengetahuan dan perspektifnya 

sangat unik dalam suatu upaya kooperatif untuk menyusun anggaran yang 

terintegrasi. 
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Proses penyusunan anggaran di Pemerintah Kota Cirebon melibatkan 

banyak partisipasi baik dari unsur pemerintah, legislatif maupun masyarakat. 

Penyusunan anggaran terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penetapan skala 

prioritas program dan kegiatan, Musyawarah Rencana Pembangunan 

(Musrenbang), tahap penyusunan anggaran dari masing-masing dinas/instansi, 

penelitian oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), pembahasan oleh 

legislatif dan diakhiri penetapannya oleh legislatif bersama pemerintah daerah 

sesuai apa yang di harapkan dalam proses awal penyusunan anggaran sehingga 

dapat menciptakan rancangan anggaran berbasis kinerja yang dapat menjalankan 

pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, transparan juga akuntabel.  

Proses penganggaran parsitipatif yang ideal merupakan anggaran yang 

disusun oleh manajer yang bertanggungjawab secara langsung terhadap 

pendapatan dan biaya. Diharapkan dengan partisipasi penganggaran akan 

tercipta anggaran yang sebaik-baiknya, sesuai dengan standar atau kondisi 

yang diharapkan dimasa yang akan datang”. Garrison.et.al.(2006:10) 

 

Hal tersebut diharapkan menjadi awal dari pemahaman yang terintegrasi 

dari organisasi pemerintah dengan melihat dari konsep dan peraturan kebijakan 

mengenai penganggaran yang berdasarkan fungsi penyelenggaraan Pemerintah 

Kota Cirebon dalam optimalisasi dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang 

dimiliki Kota Cirebon. Implementasi dari kebijakan dalam proses penyusunan dan 

realisasi anggaran Pemerintah Kota Cirebon dapat tercermin berdasarkan Laporan 

Realisasi Anggaran tahun 2014 di pos pendapatan, belanja dan pembiayaan di 

Pemerintah Kota Cirebon yang  dibuat oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah pada Laporan Pertanggungjawaban Walikota Cirebon tahun 2014. 

Salah satu kemungkinan yang dapat terjadi akibat diterapkannya metode 

partisipatif dalam menyusun anggaran adalah munculnya senjangan anggaran, sisi 

pendapatan diestimasi dengan sengaja agar jumlah yang tertera lebih rendah dari 

yang seharusnya dan atau pada sisi belanja diestimasikan dengan sengaja agar 

jumlah yang tertera lebih tinggi dari yang seharusnya. Arfan Ikhsan Lubis 
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(2010:238) hampir semua studi mengenai partisipasi dalam proses manajemen 

menyimpulkan bahwa partisipasi menguntungkan organisasi. Partisipasi 

menunjukkan dampak positif terhadap sikap karyawan, meningkatkan kuantitas 

dan kualitas produksi, dan meningkatkan kerjasama diantara manajer. Namun, 

menurut Beckeer dan Green (dalam Ikhsan, 2010) menemukan bahwa ketika hal 

tersebut diterapkan dalam situasi yang salah, partisipasi dapat menurunkan 

motivasi dan usaha karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapaun Utomo 

(dalam Rika,2008) mengemukakan bila partisipasi anggaran tidak dilaksanakan 

dengan baik dapat mendorong bawahan melakukan senjangan (slack budget). 

“Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua 

bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak 

masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Dalam Partisipasi 

anggaran, proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai 

dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Untuk 

menghasilkan sebuah anggaran yang efektif, manajer membutuhkan 

kemampuan untuk memprediksi masa depan, dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, partisipasi dan gaya 

penyusunan. Pada saat bawahan memberikan perkiraan yang bias kepada 

atasan, timbul senjangan anggaran (budgetary slack)”. Arfan Ikhsan Lubis 

(2010:238) 

 

Masalah yang sering muncul dari adanya keterlibatan manajer tingkat 

bawah/menengah dalam penyusunan anggaran adalah penciptaan budgetary slack. 

Budgetary slack biasanya dilakukan dengan meninggikan biaya atau menurunakan 

pendapatan dari yang seharusnya, supaya anggaran mudah dicapai (Merchant, 

1981). Menurut Garrison (2006:10-11) Manajemen puncak biasanya mempelopori 

proses anggaran dengan cara menentukan panduan umum tentang target laba atau 

penjualan secara keseluruhan. Manajer pada tingkat yang lebih rendah diarahkan 

untuk menyusun anggaran yang sesuai dengan target tersebut. Kesulitannya 

adalah target yang ditetapkan oleh manajmen puncak tersebut tidak realistis, 
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sehingga bisa terlalu tinggi atau terlalu longgar. Jika targetnya terlalu tinggi dan 

karyawan tahu itu tidak realistis, maka motivasi karyawan akan menurun. Jika 

target terlalu longgar, maka akan terjadi pemborosan. 

Arfan Ikhsan Lubis (2010:241) Mereka melakukan hal ini untuk 

menyediakan suatu margin keselamatan (margin of safety) untuk memenuhi 

tujuan yang dianggarkan. Dasarnya berupa sumberdaya ekstra ini menghilangkan 

tekanan dan frustasi yang berkaitan dengan anggaran dan seringkali di dorong 

dengan anggaran yang ketat.Beberapa orang beragumentasi bahwa sejumlah kecil 

slack diperlukan karena mengurangi sebgian tekanan dan memungkinkan 

berpadunya tujuan pribadi dan organisasi sehingga membuat keselarasan tujuan 

lebih mungkin terjadi. Namun, slack yang berlebihan jelas merugikan organisasi 

.Slack yang berlebihan membuat batas pengeluaran , kuota produksi dan standar 

kinerja menjadi tak berarti. Jika tujuan anggaran terlalu mudah dicapai karena 

slack atau faktor-faktor yang ditimbulkan dari partisipasi dalam proses 

penyusunan anggaran, maka manfat motivasional menjadi minimal atau tidak ada 

sama sekali. Adapun Hilton dalam Hermanto (2003) menyatakan tiga alasan 

utama manajer melakukan budgetary slack (senjangan anggaran): (a) orang-orang 

selalu percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus di mata atasan 

jika mereka dapat mencapai anggrannya ; (b) budgetary slack/senjangan anggaran 

akan selalu digunakan untuk mengatasi ketidakpastian, jika tidak ada kejadian 

yang tak terduga, yang terjadi manajer tersebut dapat melampaui/mencapai 

anggarannya; (c) rencana anggran selalu dipotong dalam proses pengalokasian 

sumber daya. Apabila dikaitkan dengan fenomena senjangan anggaran (budget 

slack) yang terjadi di atas, maka perlu dikaji lebih mendalam mengenai 

keterkaitan hubungannya dengan partisipasi anggaran. 

Banyak faktor yang menyebabkan bawahan melaporkan anggaran tidak 

seperti yang seharusnya atau ia melakukan senjangan anggaran. Sebagai salah satu 

faktor penyebab terjadinya budgetary slack (senjangan anggaran) adalah 

kekakuan dalam mengontrol anggaran (rigid budgetary control style) (hopwood, 

1972). Kekakuan tersebut ditunjukkan dengan adanya evaluasi teradap 
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manajemen organisasi, apakah mereka dapat mencapai target anggaran atau tidak. 

Kinerja dari manajemen tersebut diukur berdasarkan pada pencapaian anggaran. 

Jika dalam organisasi bisnis konsekuensinya adalah gaji, bonus, dan prospek karir 

akan meningkat jika manajer tersebut mampu memenuhi target anggaran. Namun 

bagi manajer yang tidak mampu mencapai target tersebut sebaliknya bawahan 

akan mendapatkan punishment, bawahan akan mengadapi intervensi dari manajer 

pada tingkat yang lebih tinggi, seperti kehilangan bonus, kehilangan kepercayaan 

bahkan bisa saja kehilangan pekerjaan (Merchant & Manzoni,1989).  

Faktor lain yang mempunyai kemungkinan akan memoderasi timbulnya 

slack anggaran adalah adanya budget emphasis (penekanan pada 

anggaran).Anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja Mardiasmo 

(dalam Rika,2008). Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan 

efisiensi anggaran. Arfan Ikhsan Lubis (2010:232) anggaran seringkali dipandang 

sebagai alat tekanan manajerial.Rika (2008:2) argument utama bagi bawahan 

dalam usaha membangun slack anggaran yaitu dengan meningkatkan prospek 

kompensasi. Orang-orang merasakan tekanan ketika manajemen puncak berusaha 

memperbaiki efisiensi dengan memperoleh lebih banyak output dari tingkat input 

yang ada (lebih rendah).Sementara sedikit tekanan memang diinginkan, tekanan 

yang berlebihan dapat dihubungkan dengan frustasi, emosi yang meningkat dan 

penyakit fisik yang ditimbulkan oleh stres. 

Bila bawahan dirangsang dengan adanya suatu reward positif yang besar 

jika dalam kerjanya melampaui anggaran dan jika bawahan akan dikenakan 

reward yang negative bila kinerjanya dibawah anggaran, maka bawahan akan 

cenderung melonggarkan anggarannya dalam penyusunan anggaran supaya 

anggaran mudah dicapai atau dengan kata lain melakukan budget slack/senjangan 

anggaran.  Kompensasi yang di berikan pada organisasi pemerintahan menurut 

sumber yang dipercaya adalah ketika manajer dapat mencapai target dalam 

anggaran akan mendapatkan penilaian baik dari atasannya, bisa juga mendapatkan 

hadiah berupa penghargaan atau bonus sesuai perhitungan dari pusat. Dan ketika 
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manajer tidak dapat mencapai target anggarannya dinas tersebut di kurangi nilai 

anggaran di tahun berikutnya, atau ada penundaan jabatan selama 6 bulan. 

Penelitian mengenai hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan 

anggaran telah banyak dilakukan. Misalnya Dunk (1993), meneliti pengaruh 

asimetri informasi dan budget emphasis terhadap hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran. Dalam hipotesisnya Dunk (1993) 

menyatakan bahwa tidak ada interaksi antara partisipasi anggaran, informasi 

asimetri,dan (budget emphasis) penekanan anggaran yang berpengaruh terhadap 

senjangan anggaran. Sedangkan, simpulan yang diperoleh dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan 

anggaran tergantung pada asimetri informasi dan (budget emphasis) penekanan 

anggaran. 

Ramadeen et.al (2006) meneliti pengruh partisipasi anggaran, budget 

emphasis dan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran, hasilnya terjadi 

hubungan negatif diantara variable-variabel tersebut. Hasil penelitiannya tersebut 

berbeda dengan hipotesis yang dikemukakan, dalam hipotesisnya Ramdeen et.al 

(2006) menyatakan adanya hubungan positif antara partisipasi anggaran, 

penekanan anggaran dan asimetri informasi yang dapat mempengaruhi senjangan 

anggaran. Dengan kata lain, indikasi dalam hipotesis tersebut dapat dinyatakan 

apabila partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan asimetri informasi tinggi 

akan menghasilkan pula tingginya anggaran(berbanding lurus), akan tetapi hasil 

yang di peroleh berdasarkan penelitian adalah sebaliknya terbalik teradap 

hipotesis yang di kemukakan. 

Ketidak konsistensian penelitian tersebut menurut Govindarajan (1986) 

memungkinkan dilakukan pendekatan kontijensi (contigency theory) untuk 

mengevaluasi ketidakpastian berbagai faktor kondisional yang dapat 

mempengaruhi efektifitas penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas penelitian ini menggunakan variabel 

budget emphasis (penekanan pada anggaran) sebagai variabel moderating dalam 

menguji hubungan antara partispasi penyusunan anggaran dengan senjangan 
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anggaran. Latar belakang dipilihnya variabel tersebut  di dalam penelitian ini 

adalah untuk melihat bagaimana tindak lanjut dari pengimplementasian anggaran, 

dalam kemampuan partisipasi individu di instansi pemerintah melihat dan 

mengukur keadaan- keadaan  sehingga penganggaran lebih efisien. 

 Dalam penyusunan Anggaran di Pemerintah Daerah manapun, dan 

Khususnya di Pemerintah Kota Cirebon penyusunan anggaran (APBD Kota) 

melibatkan Pemerintah Kota Cirebon, dan DPR Kota Cirebon, namun demikian 

bahwa indikasi adanya partisipasi anggran yang terjadi di Pemkot Cirebon adalah 

dengan adanya tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tim tersebut merupakan 

tim yang dibentuk dimana anggotanya terdiri dari berbagai Insntansi di 

pemerintah Kota Cirebon yang ada, Instansi yang dimaksud adalah instansi 

pemkot Cirebon yang berada dalam naungan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(biasa disingkat SKPD). Tim tersebut (TAPD) bekerja mencari data-data yang 

relefan seputar penyusunan anggaran yang mana dalam kerjanya itu banyak 

melibatkan pegawai pemkot, Masyarakat dan bahkan anggota DPRD kota 

Cirebon, karena dengan demikian tim TPAD dapat menemukan bahnan-bahan 

untuk dijadikan acuan dalam menyusun anggaran di Pemkot Cirebon. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam penyusunan 

anggaran di Pemkot Cirebon ternyata menggunakan sistem partispasi anggaran 

melalui pembuatan tim TPAD yang mana anggotanya terdiri dari berbagai 

Instansi yang ada di Pemkot Cirebon. 

Proses yang demikian dan penelitian terdahulu masih menunjukkan 

perbedaan pada hasilnya yang menjadi dasar latar belakang penulisan penelitian 

ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna melihat apakah 

terdapat pengaruh yang positif antara partisipasi anggaran, budget emphasis 

terhadap senjangan anggaran, dengan membedakan subyek penelitian yaitu pada 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap 
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Senjangan Anggaran Dengan Budget Emphasis Sebagai Variabel Moderasi 

(Studi Kasus Pemerintah Kota Cirebon)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas bawa 

faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap timbulnya slack anggaran 

(senjangan anggaran) yang telah diteliti, memberikan hasil yang tidak konsisten, 

maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan mencari bukti yang mendukung 

asumsi tersebut, oleh karena itu, yang menjadi fokus utama dari penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap senjangan 

anggaran pada Pemerintah Kota Cirebon. 

2. Apakah budget emphasis dapat memoderasi hubungan antara partisipasi 

anggaran dan senjangan anggaran pada Pemerintah Kota Cirebon. 

1.3. Maksud /Tujuan Penelitian 

1.3.1. Maksud Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap senjangan anggaran dengan budget emphasis sebagai variabel 

moderasi pada pemerintah kota cirebon. 

1.3.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dikemukakan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

senjangan anggaran pada Pemerintah Kota Cirebon. 

2. Untuk mengetahui apakah budget emphasis memoderasi hubungan antara 

partisipasi anggaran dan senjangan anggaran pada Pemerintah Kota Cirebon. 

1.4. Manfaat/Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi setiap pihak yang 

terkait dengan penelitian ini, diantaranya: 

1. Secara Teoritis 
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Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

memperluas wawasan, serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam 

pengembangan lebih lanjut khususnya mengenai hubungan antara partisispasi 

anggaran, budget emphasis (penekanan pada anggaran) slack anggaran (senjangan 

anggaran). 

Bagi akademisi diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memperkaya 

keilmuan akuntansi terutama dalam bidang penganggaran perusahaan, akuntansi 

keperilakuan, dan akuntansi manajemen terkait dengan hubungan partisipasi 

anggaran, senjangan anggaran, serta komitmen organisasi. Diharapkan juga hasil 

penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

 

2. Secara Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan menjadi 

salah satu bahan pertimbangan terhadap Pemerintah Kota Cirebon dalam 

keperluan penilaian kinerja melalui fungsi pengawasan. Juga dapat menilai 

sejauh mana para bawahan telah melaksanakan kegiatan manajerial secara 

efisien dan efektif. Sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan 

dalam merancang atau membuat kebijakan dan tindakan-tindakan yang 

berhubungan dengan kegiatan partisipasi penyusunan anggaran, 

pengendalian juga perencanaan dalam penyusunan anggaran, senjangan 

anggaran, juga dapat mengetahui seberapa besar komitmen organisasional 

para Kepala SKPD pada Pemerintah Kota tersebut. 

 

 

 

 

 

 


